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ABSTRAK 

Kabupaten Halmahera Timur sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia menjadi tanggung jawab yang besar 

bagi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam membangun dan menyediakan fasilitas sosial untuk 

pelayanan kepada masyarakatnya. Keterbatasan penyediaan fasilitas sosial di Kabupaten Halmahera Timur secara 

tidak langsung akan berdampak pada tingkat pelayanan terhadap masyarakat atau penduduk, terutama yang berada 

di Kecamatan Kota Maba.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pelayanan fasilitas sosial yang terdiri dari sarana 

pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan di Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Data yang 

digunakan meliputi data kuantitatif, pengumpulan data dengan observasi, dan kuesioner dengan teknik sampel 

simple random sampling sebanyak 100 orang. Analisis dalam menentukan jangkauan pelayanan menggunakan 

analisis buffer, dan analisis skoring atau skala likert untuk mengetahui nilai dari pelayanan dan fasilitas sosial.  

Kesimpulan dari penelitian ini mengenai tingkat pelayanan fasilitas sosial di Kecamatan Kota Maba pada tahun 

2022 ditemukan untuk persebaran fasilitas sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan terfokus di Desa 

Soagimalaha dikarenakan desa tersebut merupakan pusat dari pemerintahan Kecamatan Kota Maba dengan 

jumlah pendudk terbanyak daintara desa lainnya, wilayah ini memiliki fasilitas 7 unit sekolah dasar, 5 unit sekolah 

menengah pertama, 2 unit puskesmas, 1 rumah sakit, 7 masjid, dan 2 gereja. beberapa jangkauan fasilitas sosial 

di Kecamatan Kota Maba hanya menjangkau kurang dari radius 5.000 km2 dari fasilitasnya. Hal ini berarti 

fasilitas sosial tersebut hanya mampu melayani daerah permukiman di sekitar fasilitas tersebut. Namun, jangkauan 

fasilitas sosial berskala kabupaten seperti Rumah Sakit dan Masjid Agung dapat menjangkau seluruh wilayah 

Kecamatan Kota Maba, jangkauan pelayanan fasilitas sosial paling baik adalah peribdatan dengan hasil skoring 

sebesar 2,21. Pelayanan dari fasilitas sosial pendidikan, kesehatan, dan peribadatan kebanyakan sudah sesuai 

berdasarkan standar ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah dan berdasarkan presepsi masyarakat didominasi 

pelayanan kategori baik dengan hasil skoring akhir untuk analisis likert untuk pelayanan berada di nilai 2,16 dan 

fasilitas sosial memiliki nilai 2,17 dengan fasilitas sosial peribadatan merupakan fasilitas yang paling baik 

pelayanan dengan hasil akhir skoring sebesar 2,23 

Kata Kunci: fasilitas sosial, jangkauan, tingkat pelayanan. 
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ABSTRACT 

The East Halmahera Regency, as one of Indonesia's underdeveloped areas, is a major responsibility of the East 

Halmahera Regency government in terms of building and providing social facilities for its people. The limited 

provision of social facilities in East Halmahera Regency will indirectly have an impact on the level of service 

provided to the community or residents, especially those in Kota Maba District. 

The purpose of this study was to determine the service level of social facilities consisting of educational facilities, 

health facilities, and worship facilities in Kota Maba District, East Halmahera Regency. The research method 

used in this study is a quantitative approach. The data used includes quantitative data, data collection by 

observation, and questionnaires with a simple random sampling technique of 100 people. analysis in determining 

the range of services using buffer analysis and scoring analysis or a Likert scale to determine the value of social 

services and facilities. 

The conclusion from this study regarding the level of service of social facilities in Kota Maba Subdistrict in 2022 

found that the distribution of education, health, and worship facilities is focused on Soagimalaha Sub-District 

because the sub-district is the center of the Kota Maba Sub-district government with residents among other 

villages. This area has seven facilities: seven elementary schools, five junior high schools, two health centers, one 

hospital, seven mosques, and two churches. Some social services in Kota Maba District have a radius of less than 

5,000 km2. This means that social facilities are only able to serve residential areas around the facility. However, 

the reach of sub-district-scale social facilities such as hospitals and grand mosques can reach all areas of Kota 

Maba District; the best range of social facility services is worship, with a score of 2.21. Services from social 

facilities for education, health, and worship are mostly appropriate based on government standards and 

community perceptions, and they are dominated by good category services with a final score of 2.16 in Likert 

analysis, social service facilities with a value of 2.17, and social service facilities for worship with a final score 

of 2.23 

Keyword: level of service, reach, social facilities. 
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